
WALIKOTA MOJOKERTO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang, Pemilihan Umum Kepala Daerah

dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024;

b. bahwa agar pembangunan di Kota Mojokerto dapat

beijalan dengan baik sehingga dapat mensejahterakan

masyarakat, maka perlu menyusun dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pedoman

untuk menyelenggarakan pemerintahan dan

pembangunan Daerah periode tahun 2024-2026;

c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri

Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan

Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023

dan Daerah Otonom Baru, mengamanatkan kepada

Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir Tahun

2023 agar menyusun dokumen Rencana Pembangunan

Daerah Tahun 2024-2026 sebagai pedoman bagi

Pj. Walikota untuk men3'^elenggarakan pemerintahan dan

pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan

Walikota;
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana

Pembangunan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024-2026;

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia

Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan

Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Perundang-undangan

(Lembaran Negcaa Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Pembentukan Peraturan
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6. Peraturan Pemerinlah Nomor 47 Tahun 1982 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3242);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang

Badan Usaha Milik Daerah Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

10.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 10);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

157);
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12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Perubahan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Keija Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1447);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Timur Nomor 94) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Timu Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 1 /E);

17. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020

Nomor 32/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Mojokerto Nomor 32/D);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN

2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.

3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah

unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang

selainjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen

perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5

(lima) tahun.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang

selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen

perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun

terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

7. Rencana Pembangunan Daerah Kota Mojokerto Tahun

2024-2026 yang selanjutnya disebut RPD Kota Mojokerto

adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah

untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024

sampai dengan tahun 2026.

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya

disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.

9. Rencana Keija Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah

untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Rencana Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya

disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
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ll.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

12.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahunan,

terhitung mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

13.Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang

diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai

tujuan.

14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi

satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh

Perangkat

dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai

sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Daerah masyarakat,atau yang

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) RPD Kota Mojokerto merupakan pedoman dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pemban

gunan dan pelayanan publik.

(2) RPD Kota Mojokerto merupakan landasan dan pedoman

bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan

pembangunan dengan menjabarkan tujuan, sasaran,

strategi, arah kebijakan pembangunan dan program

pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat

Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang

bersifat indikatif.

(3) RPD Kota Mojokerto menjadi pedoman dalam

penyusunan RKPD, Renstra PD dan Renja PD.

(4) RPD Kota Mojokerto berpedoman pada RPJPD dan

RPJMN serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa

Timur.
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BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) Sistematika dokumen RPD Kota Mojokerto:

PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

DAERAH

BAB Ia.

b. BAB II

BAB IIIc.

d. BAB IV

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN

PROGRAM PRIORITAS

e.

f. BAB VI

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBAN-

GUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT

DAERAH

KINERJA

PEMERINTAH DAERAH

PENUTUP

(2) RPD Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

g-

h. BAB VIII PENYELENGGARAAN

BAB IX1.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Penjabat Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan RPD Kota Mojokerto.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi;

a. pelaksanaan RPD Kota Mojokerto; dan

b. basil RPD Kota Mojokerto.

(3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang perencanaan pembangunan Daerah.

(4) Tata cara pengendalian dsin evaluasi pelaksanaan RPD

Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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BAB V

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

(1) Perubahan RPD Kota Mojokerto dapat dilakukan apabila:

a. basil pengendalian dan evaluasi menunjukkan

adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan

dengan kondisi eksisting;

b. basil pengendalian dan evaluasi menunjukan adanya

kesenjangan yang signifikan antara target dan

pencapaian kineija sampai dengan tahun beijalan;

c. teijadi perubahan yang mendasar; dan

d. perubahan RPD Kota Mojokerto dapat dilakukan

tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijeikan nasional,

keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah

dari peraturan perundang-undangan yang lebib tinggi

(2) Dalam hal terjadi perubahan RPD Kota Mojokerto, maka

penetapan perubahan ditetapkan dengan Peraturan

Walikota.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

(1) Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan,

penyusunan RKPD berpedoman pada RPD Kota

Mojokerto.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama

periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

denganini

Ditetapkan di Mojokerto

pada tangg^kfYSiTj^ Mareb 2023
‘.O X

."WALIKOT OKERTO,
■,/ /I  .

\ *^ \
^   1 -j/

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 31 Mar 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

zu.
\

GAG TRI PRASETYO. ATP, MM
Pembina Utama Madya

^IP. 19680206 199301 1 002
BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 13

hasatu
Typewritten text
berkas salinan utuh dapat diunduh pada tautan https://bit.ly/perwalktmr-13-2023
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